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ABSTRAK 

 

Asep Sutarmin, NIM 240211040125  Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan 

Dewan Pengawas Syariah dalam Memperkuat Independensi Pengawasan 

pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Tesis, Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, di 

bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA dan 

bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. 

 

Kata Kunci: Rekonstruksi Kelembagaan, Kewenangan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS), Independensi Pengawasan Syarah, Semi Independen Terintegrasi. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penguatan kerangka hukum Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dalam berbagai regulasi yang secara normatif 

menempatkan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS). Namun demikian, dalam praktiknya, independensi DPS masih 

menghadapi berbagai kendala struktural yang menunjukkan adanya relasi 

kepentingan yang tidak sepenuhnya netral, sehingga berpotensi memengaruhi 

objektivitas dan efektivitas pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan adanya 

ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dengan realitas implementatif dalam 

sistem pengawasan syariah di Indonesia.     

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang terdiri atas 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui 

metode penalaran deduktif guna menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat 

preskriptif.         

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan dan 

kewenangan DPS secara normatif telah memiliki legitimasi hukum yang kuat 

serta fungsi strategis dalam menjamin kepatuhan syariah, namun secara 

konseptual kewenangannya masih bersifat mandat dan belum sepenuhnya 

berbentuk kewenangan atribusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat; kedua, 

independensi DPS belum terwujud secara optimal akibat adanya ketergantungan 

struktural dalam mekanisme pengangkatan dan sistem remunerasi yang bersumber 

dari LKS, yang mencerminkan relasi kepentingan yang tidak sepenuhnya netral 

serta mendorong kecenderungan praktik symbolic compliance; ketiga, diperlukan 

rekonstruksi kedudukan dan kewenangan DPS melalui penerapan model semi-

independen terintegrasi, yaitu dengan tetap menempatkan DPS pada level 

operasional LKS, namun mengintegrasikannya secara vertikal dengan otoritas 

regulator dan otoritas syariah nasional, disertai penegasan kewenangan atribusi, 

penguatan fungsi audit syariah yang bersifat mengikat, serta pengembangan 

sistem pengawasan yang terintegrasi. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan 

independensi DPS tidak cukup dilakukan melalui pembaruan norma semata, 

melainkan memerlukan rekonstruksi desain kelembagaan secara komprehensif. 
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Model semi-independen terintegrasi yang ditawarkan dalam penelitian ini 

menjadi kontribusi konseptual utama dalam pengembangan sistem pengawasan 

syariah yang lebih independen, objektif, akuntabel, dan memiliki daya paksa 

hukum yang efektif dalam kerangka sistem keuangan syariah di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

 

Asep Sutarmin, Student ID 240211040125, Reconstruction of the Position and 

Authority of the Sharia Supervisory Board in Strengthening the 

Independence of Supervision in Islamic Financial Institutions in 

Indonesia. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Graduate 

School of UIN Antasari Banjarmasin, under the supervision of I: Prof. 

Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA and II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. 

 

Keywords: Institutional Reconstruction, Authority of the Sharia Supervisory 

Board (DPS), Independence of Sharia Supervision, Integrated Semi-

Independent Model. 

 

This research is motivated by the strengthening of the legal framework of 

the Sharia Supervisory Board (DPS) in various regulations that normatively 

position the DPS as the supervisor of sharia compliance in Islamic Financial 

Institutions (LKS). However, in practice, the independence of the DPS still faces 

various structural obstacles that indicate the existence of interest-based 

relationships that are not entirely neutral, potentially affecting the objectivity and 

effectiveness of supervision. This condition indicates a discrepancy between the 

normative construction and the practical implementation of the sharia supervisory 

system in Indonesia. 

This study is a normative legal research employing a statutory approach 

and a conceptual approach. The legal materials, consisting of primary, secondary, 

and tertiary legal sources, were analyzed qualitatively through deductive 

reasoning methods to produce prescriptive legal arguments. 

The results of the study show that: first, the position and authority of the 

DPS normatively possess strong legal legitimacy and a strategic function in 

ensuring sharia compliance; however, conceptually, its authority remains 

delegated in nature and has not yet fully taken the form of attributed authority 

with binding legal force. Second, the independence of the DPS has not been 

optimally realized due to structural dependence in appointment mechanisms and 

remuneration systems funded by Islamic Financial Institutions, reflecting interest-

based relationships that are not entirely neutral and encouraging tendencies 

toward symbolic compliance practices. Third, it is necessary to reconstruct the 

position and authority of the DPS through the implementation of an integrated 

semi-independent model, namely by maintaining the DPS at the operational level 

of Islamic Financial Institutions while integrating it vertically with regulatory 

authorities and national sharia authorities, accompanied by the affirmation of 

attributed authority, the strengthening of binding sharia audit functions, and the 

development of an integrated supervisory system. 

Therefore, this study emphasizes that strengthening the independence of 

the DPS cannot be achieved merely through normative reform but requires a 

comprehensive reconstruction of institutional design. The integrated semi-
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independent model proposed in this research constitutes the primary conceptual 

contribution to the development of a sharia supervisory system that is more 

independent, objective, accountable, and equipped with effective legal 

enforceability within the framework of Indonesia‟s Islamic financial system. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

          . 

“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang 

Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan 

(dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan 

baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi 

(aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan 

akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba 

tersebut menolong saudaranya. (H.R. Muslim 2699) 

                                                
“Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia.” (HR. Thabrani) 
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menanamkan optimisme, dan mengajarkan arti keteguhan hidup. Engkau 

adalah cahaya yang tak pernah padam dalam langkahku. 

 

Untuk Ayahanda yang senantiasa menegakkan doa di setiap sujudnya, yang tak 

pernah lelah menuntun dengan ketegasan sikap dan ketulusan hati. Engkau 

adalah tiang kokoh yang menjaga arah perjalanan hidupku. 
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 Ain' : ع .T 18 : ث .3

 Gh : غ .Ts 19 : ث .4

 F : ف .J 20 : ج .5

 Q : ق .H 21 : ح .6

 K : ك .Kh 22 : خ .7

 L : ل .D 23 : د .8

 M : م .Dz 24 : ذ .9

 N : ن .R 25 : ر  .10

 W : و .Z 26 : ز  .11
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̀  : ء .Sy 28 : ش  .13
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Mad dan Diftong: 

 
Catatan : 

 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; بنا ِّ  ditulis ر 

 

rabbanâ 

2. Vokal panjang (mad) ; 

 

Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta 

dhammah (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; القا رعت ditulis al- qâri‟ah, 

 .ditulis al-muflihûn المفلحون ,ditulis al-masâkîn المساكيه

3. Kata sandang alif+ lam (ال) 

 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis al- kâfirûn. 

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf 

yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijâl. 

4. Ta‟ marbûthah (ة). 

 

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila 

ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mâl, atau سورة النساء 

ditulis sûrat an-Nisâ‟. 

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,  

Misalnya;  وهو خير ال ِّرزقيه ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn. 

 

 

1.  Fathah panjang : Ȃ / â             4 . أو .  :  Aw 

2.  Kasrah panjang : Ȋ / î        5 . يأ . :  Ay 

3.  Dhammah panjang : Ȗ / û   
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